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BAB III 

BAHAN HUKUM DAN ANALISIS 

 

 

A. Bahan Hukum Remisi dalam Hukum Positif 

1. Dasar Hukum Pemberian Remisi dalam Hukum Positif 

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali 

perubahan,bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 

dan belumsempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres 

No. 174Tahun 1999. Ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah: 

a. Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang 

Ampunan Istimewa. 

b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 

14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang 

Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah. 

c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. 

M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 

174 Tahun 1999. 

d. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. 

M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian 

Remisi Khusus. 

e. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan 

Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. 

f. Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 april 1993 tentang 

pengangkatan pemuka kerja.
45

 

 

2. Klasifikasi dan Syarat-Syarat Pemberian Remisi 

Remisi menurut KeppresRI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu: 
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a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 

b. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan  

yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan 

ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar 

keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling 

dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.  

c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau 

Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa 

kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 

kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
46

 

3. Prosedur dalam Pemberian Remisi  

a. Remisi umum 

Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut: 

1)  Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat satu 1 : 

2)  Pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan; 

3)  Pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan; 

4)  Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 

(lima)bulan; dan 

                                                
46

Indonesia, Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 
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5)  Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) 

setiaptahun. 

Besarnya remisi umum adalah: 

1)  1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

menjalanipidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 

2)  2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 

pidanaselama 12 (duabelas) bulan atau lebih. 

b. Remisi khusus 

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut: 

1)  Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan 

dalamayat (1); 

2)  Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 

(satu)bulan; 

3)  Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1(satu) 

bulan 15 (lima belas) hari 

4)  Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulan 

setiaptahun. 

Besarnya Remisi khusus adalah: 

1)  15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telahmenjalani 

pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan 

2)  1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

menjalanipidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 
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c. Remisi tambahan 

Besarnya remisi tambahan adalah: 

1)  1/2 (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun 

yangbersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat 

jasakepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara 

atau kemanusiaan 

2)  1/3 (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun 

yangbersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

melakukanperbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di 

LembagaPemasyarakatan sebagai pemuka. 

B. Bahan Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam 

1. Dasar Hukum Pemberian Remisi dalam Hukum Pidana Islam 

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya 

terdapatdalam Al-Qur’an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur’an adalah firman Allah 

SWTdalam suratAl-Baqārah ayat 178 yaitu: 

!01َِۡۡ/  ٱ !01َُۡۡ/ (ِ ٱ!ُۡ+*. وَ ٱ!ُۡ+*� (ِ ٱ!َۡ&�َۡ�)ۖٱ!ِۡ&َ%�صُ ِ#" ٱ! ِ�	َ� ءَاَ�ُ��اْ آُِ�َ� َ�َ��ُۡ�ُ�     ٱأَ	�َ��ٓيَٰ

�ۡ أَِ;�5ِ َ:"ۡء ۥ!4ُۡن2َ)ٰۚ 7َ#َ�ۡ 6ِ�َُ" َ!5ُ  ٱ!4ُۡن2َ)ٰ ِ(ٱوَ�ۗ  �!17َُۡۡ*وفِ وَأَدَآءٌ إَِ!�Aِ)ِ 5ِۡحَۡ?ٰ�  ٱت.�0َعُۢ ِ(ٱ َ#� ِ

  G�6ِۡHَت Iَ!َِٰذ�     K7َۡر (.ُ��ۡ وَرَح �.� � �  ١٧٨ � َ�َ�ابٌ أَِ!�� ۥ�َۡ�َ/ىٰ َ(1َۡ/ ذَِٰ!Iَ َ#5�َُ  ٱۗ 7َ#َِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamuqishāsh 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orangmerdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanitadengan wanita. Maka barangsiapa yang 

mendapat suatu pemaafandari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti 

dengancara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar(diyāt) kepada 

yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).yang demikian itu adalah suatu 
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keringanan dari Tuhan kamu dansuatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu,Maka baginya siksa yang sangat pedih.”
47 

 

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dariQatadah 

yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukanpenganiayaan dan 

tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara merekamaka budak mereka 

akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Merekajuga sering mengatakan, 

“Kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu.” Sebagai 

ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain.Seandainya seorang wanita dari 

mereka membunuh wanita lainnya, merekapun berkata, “Kami hanya akan 

membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut”, maka Allah menurunkan 

firman-Nya yang berbunyi ”Orang merdekadengan orang merdeka, hamba dengan 

hamba, dan wanita dengan wanita.”  

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair rahimahullah bahwa sesaat 

sebelumIslam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi 

pembunuhandan saling melukai diantara mereka hingga merekapun membunuh 

budak dankaum wanita. Mereka tidak menerapkan qishāsh dalam pembunuhan 

tersebuthingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui 

batasdengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka 

jugabersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang 

merdekasebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki 

sebagaiganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah menurunkan firman-Nya. 

                                                
47

Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.21 



43 
 

 

 !َۡ&�َۡ�)ۖ ٱ!ِۡ&َ%�صُ ِ#" ٱ! ِ�	َ� ءَاَ�ُ��اْ آُِ�َ� َ�َ��ُۡ�ُ�    ٱيَٰٓأَ	�َ��

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishāsh 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”
48

 

Selain mewajibkan qishāsh, Islam juga lebih menganjurkan pemberianmaaf, 

dan mengatur tata cara(hududnya), sehingga sikap pemberian maaf initerasa sangat 

adil dan muncul setelah penetapan qishash. Anjuran pemberianmaaf ini bertujuan 

untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehinggabertentangan dengan 

naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal diluar kemampuan mereka. 

Allah SWT berfirman : 

�ۡ أَِ;�5ِ َ:"ۡء   ۥ6ِ�َُ" َ!5ُ�ۗ ذَِٰ!Iَ  �!17َُۡۡ*وفِ وَأَدَآءٌ إَِ!�Aِ)ِ 5ِۡحَۡ?ٰ�  ٱت.�0َعُۢ (ِ ٱ َ#� ِ

  G�6ِۡHَت�     K7َۡر (.ُ��ۡ وَرَح �.� �ۗ 

Artiya: “Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi maaf) membayar (diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 

baik (pula)”.
49

 

 

Selain itu terdapat juga dalam suratAl-Māidah ayat 45: 

!4ُۡذُنَ ٱ!4َۡنGِ وَ ٱ!4َۡنGَ (ِ ٱ!�1َِۡۡ� وَ ٱ!�1ََۡۡ� (ِ  ٱ!� Pِۡ6 وَ ٱ!� Pَۡ6 (ِ ٱ وَآ0�َََۡ�� َ�َ��ِۡ��ۡ ِ#�َ��ٓ أَن      

� ! �ۡ    ۥۚ ! �5ُ آ6َ �رَة  َ#ُ��َ   ۦۚ 7َ#َ� تََ%/ قَ ِ(Sُۡ!�   ِ5ُ*وحَ Qَِ%�ص  ٱ!?.�. وَ ٱ!?.�  ِ(ٱ!4ُۡذُنِ وَٱِ(� وََ

  ٤٥!] �7ُ�ِٰنَ   ٱ!� 5ُ َ#4ُوْلIَZَِٰٓ هُُ� ٱَ	+ُۡ�� ِ(�7َٓ أَنXَلَ    

 
Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AtTaurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,hidung dengan hidung, 

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, danluka luka (pun) ada kisasnya. 
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Abdurrahman Kasdi Dan Umma Farida, Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyhal-Ladzina Amanui. H.64 
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Barangsiapa yang melepaskan (hakkisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) 

penebus dosa baginya.Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 

diturunkanAllah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-

Ma’idah: 45).
50

 

 

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum diyāt tersebut ditetapkankepada 

mereka mareka Bani Isra’il di dalam kitab Taurat. Penekanan inidisamping bertujuan 

membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuanhukum yang ada dalam 

kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsipyang ditetapkan oleh 

Al-Qur’an ini pada hakekatnya serupa denganprinsip-prinsip yang ditetapkan Allah 

terhadap umat-umat yang lalu. Dengandemikian diharapkan ketentuan hukum 

tersebut dapat diterima dan dilaksanakanoleh semua umat termasuk umat Islam.
51

 

Penafsiran dalam penutupan ayat ini, “Barangsiapa tidak memutuskanperkara 

menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orangyang  

zalim” mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berartimelecehkan hukum 

qishāshkarena hukum ini mengandung tujuan yang sangatagung, antara lain 

menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobatihati yang teraniaya atau 

keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain.Sehingga jika hukum 

ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akantercapai dan ketika itu dapat terjadi 

kedzaliman. Oleh sebab itu putuskanlahperkara sesuai dengan yang diperintahkan 

oleh Allah, memberi maaf ataumelaksanakan qishāsh. Karena barang siapa yang 
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M. Quraishi Shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002). H. 107 

51
M. Quraishi Shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002). h.107 
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tidak melaksanakan hal tersebutyakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan 

pembalasan yang seimbang,maka dia termasuk orang yang zalim. 

Disamping dasar pengampunan dari Al-Qu‘ran Selain itu terdapat puladalam 

hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra dan HR Ahmad, AbuDaud, An 

Nasai dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa yaitu: 

        �61َ!ْ�0ِ��#ِ*� 4َ��َنَ?�7َ�0ِْ!�َ&�!�7َرأَْ	��!� �0ِ%�َّ) ا!��5�ْ�َ1َ وسَ� � رAِ1#َ!5�ْ َ:"ءِْ#��ِ&%َ�ص إٌ\أََ

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata, "Akutidak pernah melihat Nabi 

shallAllahu 'alaihi wasallam mendapatpengaduan yang padanya ada qishāsh 

, kecuali beliau menganjurkanuntuk memaafkan." (HR.Ahmad Abu Daud 

4497)
52

 

 

 

    2. Pengampunan. 

Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari 

walikorban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman qishāsh. Apabila 

iamemaafkan maka gugurlah hukuman qishāsh tersebut. Dalam hal 

pemberianampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan Cuma-Cuma 

ataudengan meminta diyāt. Tetapi meskipun demikian tidaklah menjadi 

penghalangbagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai terhadap 

pelaku. 

Wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebihutama, 

oleh karena Allah SWT. telah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237: 

                                                
52

Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah,tth). H.173 
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!� 5َ ِ(�7َ ت7َۡ1َُ��نَ َ(ِ%�ٌ*      ٱ!6َۡ`َۡ_ َ(�َۡ�ُ��ۡۚ إِن   ٱوَأَن ت�6ُۡ1َٓاْ أQََۡ*بُ ِ!�� &َۡ�ىٰۚ وََ!� تَ�َ?ُ�اْ   

٢٣٧   

Artinya: “Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu 

melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala 

apa yang kamu kerjakan.”
53

 

 

Menurut madzab Syafi’i dan madzab Hambali, pengampunan dari qishāsh 

mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari qishāsh saja atau 

pengampunan dari qishāsh dan diganti dengan diyāt. Kedua pengertian 

tersebutmerupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu 

persetujuandari pihak pelaku.
54

Sedangkan menurut imam Malik dan Abu 

Hanifah,pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman qishāsh saja sedangkan 

diyātmenurut keduanya hanya bersifat perdamaian (Shulh). 

Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan 

walinyatidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi 

lainnyahalnya  

dalam pidana qishāsh dan diyāt, korban dan walinya diberi wewenanguntuk 

memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karenatindak 

pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindakpidana ini 

lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamananmasyarakat, sehingga 

pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut. 
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Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.38 
54

Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. h. 195 
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Selain itu dalam jarimāhhudud pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun 

bagi tindak pidana yang dijatuhi hukumanhudud, baik itu diberikanoleh wali 

korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam hudud bersifatwajib dan harus 

dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana hudd sebagaihak Allah sehingga 

tidak boleh diampuni atau dibatalkan.
55

 

Begitu juga dalam tindak pidana ta’zir sudah disepakati bahwa 

penguasamemiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana ta’zir. 

Karena itupenguasa boleh memberi ampunan dan hukumannya baik sebagian 

maupunkeseluruhannya. 
56

 

Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu 

sendiriapabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya 

tidaksehat menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali, hak itu dimiliki oleh 

walinya.Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan washi 

(pemegang wasiat) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untukmengadakan 

perdamaian (shulh) saja.
57

 

Pengampunan terhadap qishāsh dibolehkan menurut kesepakatan para 

fuqaha,bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini 

didasarkankepada firman Allah SWT dalam suratAl-Baqarah ayat 178. 
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Abdul Qadir Audah (ed), Al tasryi’ Al-jina’I Al-Islami, h.169 
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Abdul Qadir Audah (ed), Al tasryi’ Al-jina’I Al-Islami, h.171 
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... 5ُ!َ "َ6ِ�ُ ۡ��ۡ أَِ;�5ِ َ:"ءۡۥ7َ#َ�!17َُۡۡ*وفِ وَأَدَآءٌ إَِ!�5ِۡ ٱت.�0َعُۢ ِ(ٱ َ#� ِ

�ۗ �ِ(Aِحَۡ?ٰ ... 

…Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi maaf) membayar (diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 

baik (pula)....(QS. Al-Baqarah: 178)
58

 

 

Selain itu dalam suratAl-Maidah ayat 45 tentang pelukaan disebutkan: 

  ! �5ُ َ#ُ�َ� آ6َ �رَة   ۦ7َ#َ� تََ%/ قَ ِ(5ِ  

 

Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hakitu 

(menjadi) penebus dosa baginya...(QS Al-māidah: 45)
59

 

Dalam hadits Nabi melalui Anas ibn Malik, ia berkata: 

       ��#ِ*��0ِْ!�61َ 4َ��َنَ?�7َ�0ِْ!�َ&�!�7َرأَْ	��!� �0ِ%�َّ) ا!��5�ْ�َ1َ وسَ� � رAِ1#َ!5�ْ َ:"ءِْ#��ِ&%َ�ص إٌ\أََ
60 

DariAnas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya adaqishāsh, kecuali beliau 

menganjurkan untuk memaafkan."(HR.Ahmad Abu Daud: 4497)
61

 

 

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara 

lisan maupun tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan,membebaskan, 

menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya. 
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Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h. 21 
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Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.92 
60

Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah. 1996). 

h.173 
61

Abu Daud Sulaiman,  Sunan Abi Daud. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah. 1996). 
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C. Analisis Pemberian Remisi dalam Hukum Positif. 

Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-matapemberian 

efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukumanterhadap pelanggar 

hukum dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan(Lapas),yang dikenal sebagai 

pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar parapelanggar hukum dapat 

menyadari kesalahannya dan tidak mengulangiperbuatannya kembali, serta dapat 

kembali ke masyarakat dan menjalani fungsisosialnya dengan baik. Seseorang yang 

diputus pidana penjara berkedudukansebagai narapidana. Dalam hal ini pidana 

penjara seseorang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan guna mendapatkan 

pembinaan. 

Departemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia 

adalahdepartemen pemerintah yang mengurusi pelayanan publik kepada 

masyarakat.Dimana departemen hukum dan HAM membawahi Direktorat 

Jenderalpemasyarakatan yang membawahi lapas. Lapas merupakan bagian 

Pemerintahyang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang 

berkembang darizaman penjara sampai pada sistem pemasyarakatan. Sistem 

pemasyarakatanmerupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan 

pelayananhukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan 

narapidanaini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan 

kepadamasyarakat. 
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Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP)yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu: 

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 

2. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatanrohani. 

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

5. Menyampaikan keluhan. 

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnyayang 

tidak dilarang. 

7. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan. 

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentuyang 

lainnya. 

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungikeluarga. 

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan; 

13. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan 

penguranganmasa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) 

huruf IUndang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Remisi diberikan 

setelahseseorang telah dihukum terlebih dahulu. Hukuman yang dimaksud di sini 
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yaituhukuman penjara menurut PAF Lamintang pidana penjara adalah suatau 

pidanaberupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang 

dilakukandengan menutup orang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan.
62

 

Setiapnarapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan 

pidanakurungan dapat diberi remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik 

selamamenjalani pidana, inilah setidaknya yang tercantum dalam pasal 1 ayat 

(1)Keppres RI. No 174 tahun 1999. Yang berbunyi “Setiap narapidana dan 

anakpidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan 

dapatdiberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama 

menjalanipidana”. Sehingga jika ditafsirkan maka jika narapidana atau anak pidana 

yangberkelakuan baik dapat menerima remisi tanpa harus dia meminta. 

Pertanyaannyaapakah semudah itu untuk mendapatkan remisi dengan berkelakuan 

baiksedangkan berkelakuan baik itu tidak dijelaskan dalam Keppres ini. 

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yangpenting 

dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain ituremisi diberikan 

karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap–tiappenduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana,sehingga tidak terjadi 

diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangkapelaksanaan hak-hak 

narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepadanarapidana untuk 

memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehinggadiharapkan dapat 
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menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembalike tengah-tengah 

kehidupan bermasyarakat. 

Di Indonesia sendiri pemerintah mempunyai tiga jenis remisi menurutKeppres 

RI No 174 tahun 1999, yaitu remisi umum yang mana diberikan setiaptanggal 17 

Agustus atau hari proklamasi kemerdekaan RI, yang kedua yaitu remisikhusus yang 

mana diberikan pada tiap hari besar keagamaan, dan yang ketigayaitu remisi 

tambahan yang mana diberikan jika berbuat jasa kepada negaraataupun melakukan 

perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupunkemanuusiaan, selain itu juga 

membantu kegiatan pembinaan di LembagaPemasyarakatan. 

Jika kita melihat lagi tentang syarat pemberian remisi di bab sebelumnyadapat 

diperjelas dibawah ini: 

1. Berbuat jasa kepada negara 

2. Berbuat yang bermanfaat bagi negaradan kemanusiaan. 

3. Membantu kegiataan pembinaan dilembaga pemasyarakatan sebagaipemuka. 

Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidanaataupun 

anak pidana maka kretiria yang paling jelas yaitu narapidana ataupunanak pidana 

tersebut telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Dengandemikian bagi 

narapidana yang dijatuhi hukuman dibawah enam bulan tentu tidakakan pernah 

mendapatkan remisi. Tentu jika dilihat dari segi keadilan dirasakurang karena sama-

sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi. 

Sehingga menurut penulis seharusnya perlu adanya peraturan khusus 

baginarapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan 
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sepertihalnya tidak diletakkan di dalam penjara tetapi diletakkan di tempat 

yangmemberikan pelatihan keterampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapitetap 

harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang. 

Jelas bahwa yang perlu dicermati dari tabel di atas adalah adanya 

batasminimum hukuman bagi narapidana atau anak pidana untuk mendapatkan 

remisiyaitu sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan penjara. Jadi bagi 

narapidanadan anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan tidak 

akanmendapatkan remisi. Didalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 

tidakmengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan 

semata,tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi 

untuksemua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak 

pidanapembunuhan. 

Jika melihat di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana 

(KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yangdiancamkan 

minimal 4 tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimalhukuman mati atau seumur 

hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengandemikian sudah jelas bahwa setiap 

narapidana atau anak pidana yang melakukantindak pidana pembunuhan pasti 

mendapat remisi jika dilihat dari lamanyahukuman yang dijalani yakni lebih dari 6 

bulan penjara asalkan ia berkelakuanbaik selama menjalani hukumannya. 

Tetapi di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-

UndanganRepublik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang 

PelaksanaanKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 
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Tentang Remisiterutama pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: ” Narapidana yang 

berkelakuan baikialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak 

dikenakantindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu 

yangdiperhitungkan untuk pemberian remisi.”
63

 Menurut penulis perbuatan baik 

itumempunyai makna yang luas, karena bisa saja perbuatan baik itu 

ditafsirkanberbuat baik kepada kalapas atau sipir-sipir penjara yang tiap hari 

bersinggungansehingga muncul celah untuk melakukan hal-hal yang curang seperti 

penyuapankepada petugas agar ia mendapatkan remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan 

yangbisa disebut berkelakuan baik untuk benar-benar mendapat remisi. Sehingga 

perluadanya spesifikasi berkelakuan baik dan jika perlu bagi terpidana yang 

tertangkapmelakukan kerja sama dengan petugas harus diberi sanksi berupa 

penambahanmasa hukuman sehingga dia benar-benar jera. Termasuk sanksi kepada 

aparatyang bersangkutan bila perlu diberhentikan secara tidak hormat karena 

telahmembantu seseorang yang telah bersalah dan sedang menjalani hukuman. 

Dengan adanya remisi umum dan remisi khusus menurut Keppres RI No174 

tahun 1999 maka menurut penulis terpidana bisa saja dalam satu tahundimungkinkan 

mendapat dua kali remisi, ini karena selain berkelakuan baik remisiumum diberikan 

setiap tanggal 17 agustus atau hari kemerdekaan negara, danremisi khusus diberikan 

setiap hari besar agama yang dianut oleh terpidanasehingga menurut penulis dengan 

mendapatkan dua kali remisi maka jelas akanmengurangi hukuman yang telah 
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dijatuhkan oleh hakim, dengan demikian putusanhakim yang bersifat tetap dalam 

palaksanaannya dapat berubah dengan pemberianremisi ini, menurut penulis perlu 

adanya pengetatan pemberian remisi ini agartidak ada kecemburuan di antara 

narapidana karena jelas tidak mungkin semuanarapidana akan mendapatkan remisi 

dua kali dalam setahun sehingga gesekanantar narapidana dapat dihindarkan. 

Selain itu Pemerintah juga memberikan remisi tambahan, untukmendapatkan 

remisi tambahan setiap narapidana ataupun anak pidana harus berbuat jasa (jasa 

kepada negara adalah jasa yang diberikan dalamperjuangan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup negara), dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara 

dan kemanusiaan yakni menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yangberguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, atau ikut 

menanggulangi bencana alam, atau juga mencegah pelarian dan gangguan keamanan 

serta ketertiban di LembagaPemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang 

Rumah Tahanan Negara, atau juga menjadi donor organ tubuh dan sebagainya, serta 

melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan (pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yangdiangkat 

sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah 

TahananNegara/Cabang Rumah Tahanan Negara). Yang mana perbuatan-perbuatan 

tersebut tidakdijelaskan secara terperinci di dalam keppres RI no 174 tahun 1999. 

Tetapidijelaskan di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-

UndanganRepublik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 dan 

7.Tetapi apakah demikian kenyataannya, sedangkan ia sendiri masih terbatas 
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ruanggeraknya karena hidup di dalam penjara sehingga untuk ikut 

menanggulangibencana dirasa tidak mungkin dilakukan diluar penjara. Sehingga 

menurut penuliskegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun perbuatan yang bermanfaat 

bagi negarayang dilakukan diluar penjara sebaiknya dikhususkan bagi narapidana 

yang telahmenjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya tentunya sudah 

mendapatpredikat berkelakuan baik, sehingga selain berinteraksi dengan dunia 

luarnarapidanapun diberi kesempatan untuk pencitraan baik bagi dirinya 

sehinggasetelah bebas nanti dapat diterima dikehidupan masyarakat terlebih 

baginarapidana kasus pembunuhan yang pada umumnya telah dicap sebagai 

seorangpembunuh. 

Sedangkan syarat ketiga remisi tambahan menurut Keppres RI No 174tahun 

1999, yaitu melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaandilembaga 

pemasyarkatan dalam hal ini hanya bagi pemuka kerja yang diangkatoleh kepala 

lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis syarat ini merupakanperlakuan khusus 

karena hanya pemuka kerja yang mendapatkan remisi, itupundiangkat oleh kepala 

Lembaga Pemasyarkatan sedangkan kriteria untuk menjadipemuka kerja tidak 

dijelaskan, alangkah lebih baiknya jika narapidanalah yangmenunjuk pemuka kerja 

tersebut karena bisa saja orang yang diangkat sebagaipemuka kerja belum tentu dapat 

diterima oleh narapidana lainnya, sehinggadidalam membantu kegiatan pembinaan 

bisa berjalan efektif tanpa ada yang iridikalangan narapidana. 

Sedangkan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang 

berwenangmemberikan remisi adalah menteri hukum dan ham. Ini sesuai dengan 



57 
 

 

KeputusanMenteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor: M.09.HN.02.01 

Tahun1999 tentang pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi 

pasal2 yakni: 

1. Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan 

pelaksanaannyakepada Kepala Kantor Wilayah. 

2. Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakandengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. 

3. Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat(2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan 

tentangpenetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
64

 

Menurut hemat penulis dengan kewenangan diberikan kepada 

otoritasbirokrasi maka akan dapat dimungkinkah celah untuk melakukan hal-hal yang 

taksepatutnya dilakukan oleh para napi dengan pemegang otoritas untuk 

melakukansuatu kerja sama sehingga mempermudah bagi napi untuk memperoleh 

remisidengan jalan penyuapan dengan sejumlah harta sebagai timbal balik 

gunamemperoleh remisi. Sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari 

pemegangotoritas tertinggi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut. 

 

D. Analisis Pemberian Remisi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam  
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Memang di dalam hukum pidana Islam tidak dijumpai pengertian remisiyang 

sesuai dengan pengertian yang ada di dalam hukum positif di Indonesia.Karena 

remisi ini diambil dari serapan bahasa asing yang kemudian digunakandalam istilah 

hukum di Indonesia. Selain itu sistem atau kitab hukum pidanaIndonesia masih 

mengadopsi dari warisan Belanda, di hukum positif Indonesiasendiri pengertian 

remisi diantara kalangan ahli hukum pun berbeda-beda namunpada dasarnya 

mempunyai arti yang sama. Tetapi dari beberapa pengertian yangdiberikan di dalam 

bab sebelumnya itu dapat ditarik kesimpulan sebagai keringanan/pengurangan/ 

pengampunan hukuman. 

Di dalam Islam dikenal dengan adanya syafa’at. Salah satunya adalah 

yangdikemukakan oleh Murtadha Muthahari dalam buku karangannya yang 

berjudulKeadilan Illahi:Asas Pandangan Dunia Islam, menjelaskan bahwa syafaat 

dibagimenjadi dua yaitu syafaat qiyādah (kepemimpinan)dan syafaat magfirah 

(ampunan). Menurutnya Rasullullah SAW menjadi syafi’ (perantara syafaat)bagi 

amir al-mu’minin dan fathimah al-zahra dan keduanya menjadi syafi’ bagiHasan dan 

Husain. Setiap imam menjadi syafi’ bagi imam yang lain, murid-muridnyadan semua 

pengikutnya. Hierarki ini tetap terjaga sehingga semua yangdimiliki oleh para imam 

ma’shum mereka peroleh melalui perantaraan Rasulullah yang mulia.
65

Secara garis 

besar syafa’at yang datang dari rahmat Allah, sumberkebaikan dan rahmat disebut 

sebagai ampunan (magfiroh) dan yang datangmelalui perantara-perantara rahmat 
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disebut dengan Syafaat.
66

 Melihat penjelasanyang dijelaskan di atas penulis 

sependapat dengan pendapat Murtadha Muthahari,sehingga penulis memasukkan 

remisi dalam Islam termasuk juga syafaat. 

Hukuman penjara sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah, Ibnu Qayyim 

berkata “penjara secara syara’ bukanlah tahanan ditempat yang sempit,melainkan 

tahanan untuk merintangi dan menghalangi tindakan itu sendiri, baikdirumah, 

dimasjid, atau berada dikekuasaan lawan, menyerahkannya kepadalawan dan diawasi 

oleh lawan. Sedangkan menurut para ahli hukum Indonesiamemaknai penjara sebagai 

pidana perampasan kemerdekaan tetapi jugamenimbulkan akibat negatif terhadap hal-

hal yang berhubungan dirampasnyakemerdekaan itu sendiri, inilah setidakya yang 

dikatakan oleb Prof. BardaNawawi Arief. Dengan demikian seberapakah efektifkah 

pidana penjara diIndonesia bagi perbaikan pelaku mengingat ukuran apakah yang 

digunakan untukmenentukan telah adanya tanda-tanda perbaikan atau perubahan 

sikap pada diri sipelaku. 

Semula penulis menggunakan metode pengqiyasan dengan empat 

rukunnyayaitu Pertama, ashal (asal), yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya 

yangmenjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan. Di dalam ushul 

fiqhdisebut dengan ashal (_ا\ص) atau maqis ‘alaih (5��� P�&7!ا) atau musyabbah bih (

 5) 50b�). Dalam masalah ini yang menjadi ashalnya adalah pembunuhan yangdiancam 

qishāsh dapat gugur dengan adanya suatu pemaafan ataupunpengampunan dari pihak 

wali korban. Adapun dalil syar’i nya adalah QS. Al-baqarah 178. 

                                                
66

Murtadha Muthahari, Keadilan Ilahi ; Asas Pandangan Dunia Islam,  h. 262 



60 
 

 

Kedua, Far’u (cabang); yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnyayang 

diserupakan atau yang diqiyaskan. Di dalam istilah ushul disebut al-far’u )ا!6*ع(  atau 

al-maqis (P�&7!ا) atau al-musyabbah (50b7!ا). Remisi merupakanpengurangan masa 

hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedangmenjalakan hukumannya 

sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. 

Ketiga, Hukum ashal (��+ا\ص�); yaitu hukum syara’ yang dinashkan 

padapokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Dalam QS Al-

Baqarah 178 dijelaskan bahwa Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ataskamu 

qishāsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdekadengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. MakaBarangsiapa yang 

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yangmemaafkan) mengikuti 

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)membayar (diyat) kepada 

yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yangdemikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.Barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangatpedih, jadi qishash itu wajib tetapi 

barang siapa yang mendapat pemaafan ataupunpengampunan maka gugurlah hak 

qishāsh tersebut. 

Keempat, ‘illat (K�1!ا); yaitu sebab yang menyambungkan pokok 

dengancabangnya atau suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat yang dicari pada 

far’u.Dalam hal ini penulis mengambil beberapa illat dari keduanya antara lain 

dalamremisi pembunuhan dengan pengampunan jarimahqishashdiyat yaitu sama-

samameringankan hukuman baik itu berupa penghapusan, pengurangan, 
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memaafkan,membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya 

selainitu itu baik wali korban maupun Presiden sama-sama subyek yang 

mempunyaikewenangan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku tindak 

pidanapembunuhan. 

Setelah penulis melakukan metode pengqiyasan ternyata terdapat 

kelemahankhususnya mengenai illat dari remisi pembunuhan dengan pengampunan 

dalamjarīmahqishashdiyat, kelemahan itu antara lain pertama dari sifatnya 

yaitupengurangan (remisi) dengan pengampunan tidak dapat disamakan 

mengingatdari pengertian masing-masing berbeda yakni jika remisi mengurangi 

tetapiampunan jaramahqishashdiy\at mengampuni ataupun memaafkan meskipun 

sama-samasuatu keringanan hukuman, kedua dari waktu pelaksanaan, pemberian 

remisidilakukan setelah terpidana menjalankan hukumannya sedangkan 

pengampunandalam jarimahqishashdiyat dapat diberikan secara langsung tanpa 

harusmenunggu pelaku menjalankan hukuman, ketiga yaitu mengenai subyek 

pemberikewenangan, jika remisi diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum 

danHAM sedangkan pengampunan diberikan oleh wali korban, padahal 

antaraPresiden dan wali korban tidak dapat disamakan kedudukannya sebagai 

walikarena Presiden bukanlah wali korban. 

Berangkat dari pengertian mashlahah murshalah yaitu sesuatu yangdipandang 

baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukumnamun tidak 

ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak adapulapetunjuk syara’ 
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yang menolaknya.
67

 Seperti yang dikemukakan oleh Abd Al-Wahab Al-Khallaf yang 

menyatkan bahwa mashlahah mursalah adalahmashlahat yang tidak ada dalil syara’ 

yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
68

 Dengan alasan inilah penulis 

mengkategorikan remisi ini ke dalammashlahah mursalah dengan beberapa alasan 

yaitu hukum remisi tidak tersebutsecara jelas dalam Al-Qur’an karena remisi ini 

bersifat keringanan hukumanseperti halnya seseorang yang melakukan pembunuhan 

maka dalam hukum pidanaIslam ada keringanan baginya setelah dia mendapatkan 

pemaafan ataupunpengampunan dari pihak wali korban, adapun dalil atau nash Al-

Qur’an yangmendukung adalah QS. Al-Baqarah ayat 178 yang telah dipaparkan 

dalam bab inisebelumnya.  

Remisi diberikan karena narapidana dinilai berbuat baik danmenyesali 

perbuatannya, ini juga sejalan dengan tujuan syara’ yaitumenghindarkan umat 

manusia dari kerusakan dan keburukan karena selamamenjalankan hukuman di 

lembaga pemasyarakatan narapidana diberi bimbinganmaupun pelatihan dan lain-lain 

dengan maksud agar ia tidak mengulangi dan jugamau menyesali perbuatannya yang 

telah dilakukan sebelumya sehingga munculrasa tobat, ini iuga menandakan adanya 

perlindungan jiwa sebagai salah satutujuan penetapan hukum yakni memelihara 

agama,jiwa,akal, keturunan dan harta. 

Selain itu penulis juga belum menemukan hukum syara’ yang menolak 

tentangpenerapan remisi ini.Perlu dicermati mengenai subjek pemberi ampunan yaitu 
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Presiden, danterpidana harus mengajukan sendiri, lain halnya dengan remisi yang 

manamerupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan 

kepadaNarapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

dalamperaturan perundang-undangan dengan pengawasan Kalapas dan 

denganpersetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dengan kata lain remisi ini 

diberikankarena terpidana dinilai telah melakukan perbuatan yang baik selama 

menjalanihukumannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Remisi yang 

diberikankepada pelaku tindak pidana pembunuhan maka di dalam Al-Qur’an pun 

telahdijelaskan tentang anjuran untuk memberikan ampunan kepada pelaku 

tindakpidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishash, hal ini sesuai 

denganfirman Allah SWT dalam Qs. Al-baqarah 178 dan Qs. Al-Maidah 45 yang 

telahdijelaskan dalam bab sebelumya. 

Selain itu demi mengimplementasikan bahwa pelaku benar-benarmenyesali 

maka Allah SWT menyuruh untuk bertobat bagi orang-orang yangtelah melakukan 

kedzaliman, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan yangdilarang oleh syariat 

agama, karena Allah SWT mau memberikan ampunankepada orang-orang yang 

benar-benar menyadari dan menyesali atas apa yangmereka perbuat. Hal ini sesuai 

firman Allah SWT dalam QS Al-Furqān ayat 70: 

 

� تَ إ�� و7َ�َ _َ7ِ�ََ_       ِ! � ََ�َٔاتِِ��ۡ    !� 5ُ سَ".ٱا َ#4ُوْلIَZَِٰٓ ُ	0َ/.لُ    �ا ص��e�َِٰبَ وَءَاَ

 gٰ�َ?ََ�6ُر ٱۗ وَآَ�نَ  �حhَ 5ُ �!� ��ِا�ا ر ح 
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Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman danmengerjakan amal saleh; 

Maka itu kejahatan mereka diganti Allahdengan kebajikan. dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi MahaPenyayang.
69

 

 

Selain itu juga terdapat dalam QS.Al-Furqān 71: 

� تَ�بَ و7ِ�َََ_ صe�َِٰ    ٱوَآَ�نَ � ا �َ��ب!� 5ِ �َ ٱ َ	ُ��بُ إَِ!)  ۥا َ#Aِن �5ُ!� ُ�َ�َ

Artinya: Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amalsaleh, Maka 

Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengantaubat yang sebenar-

benarnya.
70

 

 

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagidalam 

tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukumantambahan. 

Hukuman pokok pembunuhan adalah qishāsh dan bila dimaafkan olehwali korban 

maka hukuman penggantinya adalah diyāt. Jika sanksi qishash dandiyāt dimaafkan 

maka hukuman penggantinya adalah ta’zir. Hukuman tambahanbagi jarimāh ini 

adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.
71

 

Dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 terutama dalam pasal 1 

disebutkanbahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana 

penjarasementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang 

bersangkutanberkelakuan baik selama menjalani pidana” Sebagaimana yang 

telahdikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan 

sempurnabila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti 
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danmengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik.
72

 Kriteria syarat tersebutdi 

atas secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsiphukuman 

dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai upayapencegahan, 

media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera.Terlebih pengurangan 

hukuman (remisi) tersebut dilaksanakan secarabertahap dan bertingkat oleh Lembaga 

Pemasyarakatan, hal ini untuk menegatahuisejauh mana narapidana tersebut terbukti 

menunjukkan kesungguhan bertaubat. 

Pendapat lain dari Ibn Abidin dalam kitabnya Hasyiyah Ibn Abidin, 

yangmengatakan seseorang dianggap bertaubat menurut para ulama bila 

iamemperlihatkan tanda-tanda perbaikan prilakunya, karena taubat dalam hatiitu,tidak 

dapat diamati. Sebagaimana telah dinukil Djazuli.
73

Pemaafan ataupun pengampunan 

dalam Islam khususnya dalam tindakpidana pembunuhan merupakan salah satu faktor 

pengurangan hukuman, baikdiberikan oleh wali korban atau oleh penguasa negara.
74

 

Pemberian ampunandalam bentuk Remisi dalam tindak pidana pembunuhan adalah 

hak dari walikorban yang mempunyai wewenang untuk memberikan ampunan. Inilah 

yangmembedakan dengan pengampunan dalam hukum positif. Hukum 

Islammemberikan hak pengampunan kepada wali korban berdasarkan 

pertimbanganyang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan 
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untukmemberantas tindak pidana, tetapi pada banyak keadaaan hukuman tidak 

selaludapat mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan pengampunan sering 

kalimencegah terjadinya tindak pidana. Ini karena pengampunan baru akan 

terjadisetelah adanya perdamaian dan kebersihan hati antara kedua belah pihak 

dariunsur-unsur yang mendorong terjadinya tindak pidana.
75

 

Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS.Asy-Syūra ayat 40: 

   Kjَ.�َٰٓؤُاْ سXََوَج� Kjَ.�َس �   ُm*ُۡ4َج#َ eَ�َۡ�6َ�َ وَأَص ۡ�7َ#َ ۖ��َ�ُۡ2.� َ!� ُ	ِ+��  ۥ!� 5ِۚ إِن 5ُٱَ�)  َ�ۥ 

� ٱَ٤٠!] �7ِ�ِٰ  

Artinya: Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yangserupa, Maka 

barang siapa memaafkan dan berbuat baik Makapahalanya atas (tanggungan) Allah. 

Sesungguhnya Dia tidakmenyukai orang-orang yang zalim.
76

 

 

Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waristerbunuh, 

tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasandarah tersebut. 

Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untukmenuntut qishāsh. Dari 

sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam halpembunuhan di mana 

pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dariorang yang terbunuh, oleh 

karena itu negara sendiri tidak berhak untukmemberikan ampunan. Akan tetapi jika 

korban tidak cakap di bawah umur ataugila sedang ia tidak punya wali, maka kepala 

negara bisa menjadi walinya danbisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya 
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sebagai wali Allah yangmemungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya 

sebagai penguasa Negara. 

Menurut imam Asy-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal ampunan atas 

qishashmenggugurkan qishash secara cuma-cuma atau dengan diat, orang yang 

melepashak qishsh secara cuma-cuma dari orang yang membunuh berarti ia 

telahmemaafkan, orang yang melepaskan hak qishashnya dengan imbalan 

diyatdianggap terlaksana tanpa perlu kerelaan pelaku, tetapi menurut Imam Malik 

danAbu Hanifah ampunan menggugurkan qishash secara cuma-cuma, 

adapunmelepaskan qishash dengan imbalan diyat menurut keduanya bukanlah 

ampunan tetapi akad damai.
77

 

Sedangkan orang yang berhak memiliki pengampunan menurut Imam Abu 

Hanifah, Asy-Syafi’i, dan Ahmad Bin Hanbal yang memiliki hak ampunan 

adalahorang-orang yang memiliki hak qishāsh yaitu semua ahli waris yang 

mempunyaihubungan nasab dan sebab, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun 

orangdewasa.masing-masing dari mereka mempunyai hak mengampuni jika 

merekasudah dewasa dan berakal. Sedang menurut Imam Malik yang mempunyai 

hakampunan yaitu ahli waris ashabah laki-laki yang lebih dekat derajatnya 

dengankorban dan perempuan yang mempunyai hak waris yang tidak bersama 

denganasabah laki-laki yang sederajat.
78
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Dilihat dari sisi logika pengampunan tindak pidana pembunuhan adalahkarena 

tindak pidana pembunuhan bersifat perseorangan yang berasal dari 

motifperseorangan pula. Tindak pidana ini lebih banyak menyentuh kehidupan dan 

fisikkorban daripada menyentuh masyarakat. Karena itu selama suatu tindak 

pidanamemiliki keterkaitan dengan perseorangan korban, penjatuhan hukumannya 

punmenjadi hak korban. Inilah salah satu kelebihan dari hukum Islam 

dibandinghukum konvensional. 

Dari keterangan-keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteriapokok 

dari pemberian pengurangan hukuman (remisi) di Indonesia (dalam HukumPidana 

Positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukumpidana dalam 

Islam. Hal ini dapat kita cermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh 

pelaku, yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinyadan berniat untuk 

tidak mengulanginya lagi. 


